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SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KER.IA INSPEKTORAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Bahq,a untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasa-r Negara Republik
Indonesia Tahun ,l945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
PembentukanPropinsi Otonom Irian Barat dal Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

.i. Undang-Undang Nornor 21 Tahun 2OO1 tentang Otonomi
Khi.rsus Bagi Provinsi Papua (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 135, Tambahan l,emba-ran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua
atasUndzrng-Undang Nornor 21 Tahun 2OO1 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tarnbahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697\;

4. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peratlrran Perundang-undangan (krnbaran
Negara Repr,rblik Indonesia Tahun 2017 Nornor A2,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ten1"ang
Perubahan l(edua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tatrun
2OlI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahi:n
2022 Nornor 143, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 6A0 1);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nornor 158);

6.Undarrg-Undang...... I 2
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara RepuLrlik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tarnbaban kmbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
(Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
245, Tarnbaltan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573\;

7. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2022 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2O2 1 tentang Harmonisasi Peratural
Perpaj akan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2 1 Nomor 246, Tatnbaltan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 67 36]';

ti. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negart,.
Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 158, Tarnbahal
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6aO );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O16 Nornor 114, Tambahan Lembaian Negara
Republik Indonesia Nomor 5887, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nornor 72 ^fa}lun 2019 tentang Perubahar-r
atas Peraturan Pernerintatr Nornor 18 Tahun 2O 1 6 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O19 Nomor 187, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 6ao2l;

10. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tarnbalran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6322\;

11. Peratrrran Pemerintah Nomor 1O6 Tahr.n 2O2l tentang,
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonorni Khusus Provinsi Papua (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2 1 Nornor 238, Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 673O);

I2. Peratr-rran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomot 2036\
sebagairnana telah diubah dengal Peraturan Menteri
Dalarn Negeri Nomor 72O Tahun 2OlA tentang
Perrbahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor
80 Tahun 2O15 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O18
Nomor 157);

12.Peraturan Menteri...... / 3
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11i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017
tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor
349) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2O18 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Ddam Negeri Nomor 9 Ta}lun 2Ol7
tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1596);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 20 18
tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daeratr
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1s39).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tallt:n 202O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indoneia Ta}:un 2O2O Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN GUBtrRNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KER.]A
INSPEKTORAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pcmcrintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
5. inspektorat adaiah Inspektorat Provinsi Papua Tengah.
6. Inspektur a dalah Inspektur Provinsi Papua Tengah.
7. Inspektur Pcmbantu adalah Inspektur Pembantu Provinsi Papua Tengah.
B. Sekretaris inspektorat adalah Sekretaris Inspektorat Provinsi Papua Tengah.

9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Provinsi
Papua Tengah.

10. Satuan Organisasi adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada
Inspektorat yang dipimpin oleh seorang Inspektur, Sekretaris, Inspektur
Pembaltu dan Kepala Sub Bagian.

11. Sub Bagian adalah Sub bagian pada Inspektorat Provinsi Papua Tengah.
12. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktursl.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang

terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yalg
terbagi dalam trerbagai kelompok sesuai keahlizrnnya.

BAB ir....../4
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BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2
( 1) Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan

daerah.
(2) Inspektorat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh

seorang Inspektur yang berada di bawah dan trertanggunglawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Ttrgas Pokok dan Fungsi

Pasal 3
Inspektorat Provinsi mempunyai tugas pokok membantu Gubemur dalam membina
dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan umum atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Kabupaten / Kotzr.

Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pcngawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari

Gubemur dan/atau Menteri;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi;
h. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi;
i. pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi dan

pemerintahan Daerah Katrupaten/Kota; dan
j. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas

dan fungsinva.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasa-i 5
(1) Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi terdiri atas:

a. Inspektur;
b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c.Inspektur /5
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c. Inspektur Pembantu I;
d. Inspektur Pembantu II;
e. Inspektur Pembantu III;
f. Inspeklur Pembantu IV;
g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan di Daerah; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.

(21 Strullur Organisasi Inspektorat, sebagaimans tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratural Gutre,rnur ini,

Bagian Keempat
Inspektur

Pasal 6
Inspektur sebagaimana dimaksud da-lam Pasa,l 6 ayat (1) huruf a mempunyai
tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan menyiapkan bahan
koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dar-r
fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretarial

mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program
kerja pr:ngawasan;

b. penghimpunal, pengelolaan, penilaian dan penyimpana-n laporan hasil
pengaq:asan aparat pengawasan lungsional daerah;

c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data untuk

penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat men]'urat dan ruma}r

tangga.
(4\ Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan; dan
b. Sub Bergian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8
(1) Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan pen1rusunan program dan arlggaran, pelaporan dan
keuangan.

(21 Uraian tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
sebagai berikut:
a. melakukan penJrusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian

Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keualgal;
b. mengkoordinasikan pen1rusunan rencana program dan kegiatan; meliputi

Rencana Strategis (Renstra), Rencana Ke{a (Re4ja), Indikator Kinerja
Utama (lKU), Rencana Kerja dan Anggaral (RKA), serta Penetapan Kinerja
(PK);

c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA), dari unit kerja di lingkiingan Inspektorat Provinsi
Papua Tengah;

d.melakukan....../6
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d. melakukan pen1rusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat
berdasarkan usulan unit kerja dan hasil pembahasan internal pada
Inspektorat;

e. mclaku]<an pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) dr:ngan mengkoordinasikannya pada pihak terkait;

f. melakukan penyiapan data informasi dan laporan di lilgkup Inspektorat:
g. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap

realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat;
h. melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Inspektorat untuk

penyiapan bahan menvusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Inspektorat dan laporan kedinasan lainnya;

i. mclakui..an penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerirtah (LAKIP) Inspektora.t;

j. me lakukan pembinaan urusan keuangan Inspektorat;
k. melakukan pemprosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surar

Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

l. melakukan pengelolaan kas Inspektorat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan;

m. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi
sesuai clengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. menyimpan bukti transaksi keuangan sebagai bahan penl'usunan
laporan peftanggungiawaban keuangan Inspektorat;

p. melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

q. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan
permasalahannya;

r. mclaku kan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian
Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan; dan

s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasa-l 9
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

urusan ketatausahaan (surat-menyrrrat/naskah dinas), rumah tangga,
perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan
umum lainnya.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adaiah sebagai
berikut:
a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian

Umum dan I(epegawaian;
b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat men)'urat

/ naskah dinas);
c. melakukan pengelolaa,n urusan rumah tangga, perpustakaan,

kcprotokolan, dan kehumasan Inspektorat;
d. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan

pegawai lnspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. melakukan pelayanzrn administrasi kepegawaian Inspektorat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan
fungsional di lingkungan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;

g. melakukan penyusllnan rencana kebutuhan barang Inspektorat;

h,melakukan,,,,,./7
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h melakukan pengelolaan barang/perlengkapan Inspektorat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian; dan
melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.J

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu

Pasal lO
(1) Inspektur Pembantu i, II dan III mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh peralgkat daerah
serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan umum atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur
Pembantu mempunyai fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan

terhadap perangkat daerah;
b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana

tugas dan fungsi perangkat daerah;
c. pengkoordinasian pelaksanaafl pengawas€rn fungsional penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah;
d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

penyclcnggaraan urusan pemerintahan daerah;
g. kerj zr sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal

Pemerintah lainnya;
h. pemantauan dan pemutakhiran tindak laljut hasil pengawasan;
i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

Inspektur; dan
j. penyusunan laporan hasil pengawasan.

(3) Inspektur Pembantu IV mclaksanakan penanganan pengaduan masyarakat
dan audit investigasi.

(4) Untuk mr-laksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur
Pembantur IV mempunyai fungsi:
a. penyiapan penlusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan

dibidang investigasi:
b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan dibidang investigasi;
c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dibidang investigasi;
d. kerja sama pelaksalaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal

Pemerintah lainnya;
e. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit investigasi;
f. pelaks:rnaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

Inspektur; dan
g. penyusunan laporan hasil pengawasan dibidang investigasi.

BAB III
I(ELOMPOK .]ABATAN FUNGSIONAL

Pasal I 1

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis
pada bidangnya masing-masing pada Inspektorat.

(2).Kelompok....../B
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(21 Kelompok .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berada
di bawah dar-r bertanggungiawab kepada Inspektur.

BAB IV
PENGANGKATAN DALAM .]ABATAN

Pasal 12
Inspektur dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
sesuai dengan kL)tentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Pejabat lainnya di lingkungan Inspektorat, diangkat dan diberhentikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

BAB V
TATA I{ERJA

Pasal 14

(1) Da-lam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu,
Kepala Sub Baglan dal kelompok jabatan fungsional wajib menerapkari
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit
organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.

(21 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Inspektorat wajib
melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi
penyimpalgan agar mengarnbil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.

(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(41 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan
laporan secara berkala dan tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang ditedma pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk pen)rusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(71 Da,lam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib
memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat pada
Inspektorat secara berkala.

Pasal 15
Berdasarkan pertimbangan masing-masing Pejabat dalam lingkungan Inspektorat,
Inspektur dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat
dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Vr....../9
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BAB VI
PENDANAAN

Pasal 16
Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi,
pelaksanaan tugas dan fi.rngsi serta tata ke{a Inspektorat wajib mendasarkan dan
menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubemur ini.

Pasal 18
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengal penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2O22

PJ.GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/T'TD

RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2O22

PJ.SEKRETARIS DAERAH PROVINS] PAPUA TENGAH
cAP/T',rD

VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO
BERITA DAERAH PROVIN UA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 4

AHp
ai dengan aslinya

e BIRO HUKUM,

NI, SH, M-Si
0902 199610 1001

*



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
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Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2022

PJ.GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/'TTD

RIBKA HALUK

dengan aslinya
M,

I, SH, M.Si
1S9610 1001

q

*


